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PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2  TAHUN 2006
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

Menimbang ; a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

b.  bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : . Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
aan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

l_,_;

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048 );
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Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan [.embaran
Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ( Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3243 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

[.embaran Negara Nomor 4139) :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Pecraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005  Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun
2005.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor
I'7 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Blitar.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA DALERAI TAIHUN
ANGGARAN 2005.

Pasal 1
a. Pendapatan Rp. 182.556.020.500.96
b. Belanja Rp. 179.542.755.799.80)
Surplus Rp. 3.013.264.701,16

¢. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp. 26.786.106.327,50
- Pengeluaran Rp. 5.418.104.054,60
Surplus Rp. 21.368.002.27290

Surplus Keseluruhan

Rp. 24.381.266.974.00



Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.089.860.244,60

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 178.466.160.256,36
b. Realisasi Rp. 182.556.020.500.96
Selisih lebih Rp. 4.089.860.244,60

(2) Sehisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 10.207.490.158.,92

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setclah perubahan Rp. 189.750.245.958,72
b. Realisasi Rp. 179.542.755.799.80
Selisih (kurang) Rp. 10.207.490.158,92

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 14.297.350.403,52

dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp. 11.284.085.702,36
b. Realisasi Rp. 3.013.264.701,16
Selisih lebih Rp. 14.297.350.403,52

(4) Selisth Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 4.867.822.957.42
dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan Rp. 32.786.106.327,50
2) Realisasi Rp. 26.786.106.327,50
Selisih kurang Rp. 6.000.000.000,00
b. Pengeluaran
1) Setelah perubahan Rp. 6.550.281.097,18
2) Realisasi Rp. 5.418.104.054.60
Selisith kurang Rp. 1.132.177.042,58
Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31
Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Dacrah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 1.583.462.797.091,71
b. Jumlah Utang Rp. 946.392.814.10
¢. Jumlah Ekuaitas Dana Rp. 1.582.516.404.277.,61
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(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31
Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah
Rp. 24.381.266.974,06 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Awal Rp. 26.786.106.327,50
b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 182.556.020.500,96
Rp. 209.342.126.828,46

¢. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 184.960.859.854.40
d. Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp. 24.381.266.974.,06
Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut
tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini, yaitu :

. Lampiran 1 : Laporan Perhitungan APBD :

2. Lampiran Il : Nota Perhitungan APBD ;

3. Lampiran I1I ; Laporan Aliran Kas ; dan

4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4, merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah in1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.,

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Juni 2006

WALIKOTA BLITAR
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Jum 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2006 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya

SI:KRET&EI&I DAERAH KOTA BLITAR
Kepﬁ!ﬁﬁ%&i{ﬂukum dan Tata Laksana
P N
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